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PENETAPAN

Nomor 150/Pdt.P/2020/MS.Str

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah  Syar'iyah  Simpang  Tiga  Redelong  yang  memeriksa  dan

mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang terpadu, Hakim

telah  menjatuhkan  penetapan dalam perkara  Pengesahan Perkawinan/Itsbat

Nikah yang diajukan oleh :

SADRI  bin  SAAT,  tempat  dan  tanggal  lahir  Owaq,  01  April  1978,

agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD,

tempat  kediaman  di  Kampung  Wihni  Durin,

Kecamatan  Syiah  Utama,  Kabupaten  Bener

Meriah, sebagai Pemohon I;

SURYANI binti SAMIN, tempat dan tanggal lahir Pondok Sayur, 05 Juli

1978,  agama  Islam,  pekerjaan  Petani,

pendidikan  SLTP,  tempat  kediaman  di

Kampung  Wihni  Durin  ,  Kecamatan  Syiah

Utama,  Kabupaten  Bener  Meriah,  sebagai

Pemohon II;

Mahkamah Syar’iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa  para  Pemohon  dengan  surat  permohonannya  tertanggal  11

November 2020 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat

Nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga

Redelong pada tanggal  17  November  2020 dengan register  perkara  Nomor

150/Pdt.P/2020/MS.Str, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Jum’at tanggal 15 April 2011

Pemohon  I  telah  melangsungkan  pernikahan  dengan  Pemohon  II yang
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dilaksanakan  di  Kampung  Wihni  Durin, Kecamatan  Syiah  Utama,

Kabupaten Bener Meriah;

2. Bahwa  pernikahan  Pemohon  I  dengan

Pemohon  II  dilaksanakan  secara  syari’at  Islam dengan  wali  nikah  Ayah

Kandung Pemohon II  yang bernama  SAMIN, serta  dilaksanakan oleh  2

(dua)  orang  saksi  masing-masing  bernama,  1.   Rabusin  dan  2.

Nasaruddin, dengan mahar, Seperangkat Alat Sholat tunai;

3. Bahwa  pada  saat  menikah  Pemohon  I

berstatus Duda Cerai dan Pemohon II berstatus Perawan;

4. Bahwa antara  Pemohon I dengan  Pemohon II

tidak ada hubungan, baik hubungan mahram secara nasab maupun secara

semanda  yang  mengakibatkan  Pemohon  I dan  Pemohon  II tidak  ada

halangan untuk menikah;

5. Bahwa  setelah  menikah  Pemohon  I dengan

Pemohon II  telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama : 1) Arjuna

Umur  16  Tahun,  2)  Joniansyah  Umur  12   Tahun 3)  Dika Riski  Umur  6

Tahun 4) Wahyuni Umur 3 Tahun;

6. Bahwa selama pernikahan antara  Pemohon I

dan Pemohon II tidak ada ganggu gugat dari pihak manapun;

7. Bahwa  antara  Pemohon  I  dan  Pemohon  II

belum pernah terjadi perceraian dan tidak ada pernikahan lain;

8. Bahwa  Pemohon  I dengan  Pemohon  II  tidak

mempunyai ahli waris lain selain yang telah disebutkan diatas;

9. Bahwa pada saat menikah dahulu  Pemohon  I

dan  Pemohon  II  tidak  memiliki  Akta  Nikah  karena  Pemohon  I  dan

Pemohon  II  tidak  mempunyai biaya,  sementara  Akta  Nikah  tersebut

sangat dibutuhkan sebagai bukti nikah dan untuk kelengkapan administrasi

kependudukan, oleh karenanya diperlukan penetapan nikah dari Mahkamah

Syar’iyah; 

10. Bahwa  berdasarkan  alasan-alasan  tersebut

kiranya cukup alasan bagi  Pemohon  I dan  Pemohon II  untuk mengajukan

Permohonan Istbat Nikah;
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Bahwa  berdasarkan  alasan-alasan  tersebut  di  atas  Pemohon  I  dan

Pemohon  II  bermohon  kepada  Ketua  Mahkamah  Syar’iyah  Simpang  Tiga

Redelong  c.q  Hakim  yang  ditunjuk  untuk  dapat  menetapkan  suatu  hari

persidangan  dengan  memanggil  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  untuk  dapat

didengarkan  keterangan  dan  akhirnya  menjatuhkan  Putusan  yang  amarnya

sebagai berikut :

1) Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2) Menetapkan  sah  perkawinan  antara  Pemohon  I  ( Sadri  Bin  Saat)

dengan  pemohon II  (Suryani  Binti  Abd.AZIS)   Yang  Dilaksanakan  pada

tanggal, 15 April 2011 di Kampung Wihni Durin, Kecamatan Syiah Utama,

Kabupaten Bener Meriah

3) Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku; 

4) Apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan

pengumuman Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong mulai tanggal 18

November 2020 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini

disidangkan,  namun  sampai  perkara  ini  disidangkan  tidak  ada  pihak  yang

mengajukan  keberatan  ke  Mahkamah  Syar'iyah  Simpang  Tiga  Redelong

sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa  pada  hari  dan  tanggal  sidang  yang  telah  ditetapkan  para

Pemohon telah hadir sendiri,  dan Hakim memberikan nasehat agar menikah

ulang di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat para Pemohon tinggal, akan

tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya

tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa  dalam  keterangannya,  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  telah

mengakui di persidangan masih terikat perkawinan dengan  suami dan isteri

sebelumnya. Pemohon I masih terikat dengan Sahara Pitri dan mempunyai dua

orang  anak  dan  Pemohon  II  terikat  perkawinan  dengan  Abdullah  dengan

seorang anak.
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Bahwa Para Pemohon menceritakan kondisi waktu pernikahannya yang

senyatanya sama dengan yang ada di permohonan para Pemohon dan untuk

membuktikan  dalil-dalilnya,  para   Pemohon  telah  mengajukan  bukti-bukti

berupa :

A. Surat 

1. Fotocopy  KTP  atas  nama  Pemohon  I,  selanjutnya  diberi

tanda (bukti P.1);

2. Fotocopy KTP atas nama Pemohon II, selanjutnya diberi tanda (bukti

P.2);

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara

lisan yang pada pokoknya tidak akan mengajukan sesuatu bukti apapun lagi

dan mohon penetapan dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini  selengkapnya telah

dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat

cukuplah merujuk kepada berita acara sidang, yang merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

 PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  permohonan  para  Pemohon

adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas; 

Menimbang,  bahwa untuk  menghindari  adanya  penyeludupan  hukum,

Pengadilan  telah  mengumumkan  permohonan  Itsbat  Nilkah  a  quo melalui

Papan Pengumumam Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong dengan

tenggang waktu empat belas hari  dan dalam masa itu tidak ada pihak yang

mengajukan keberatan, hal ini  telah  sesuai dengan petunjuk Buku II  tentang

Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi

2014;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para

Pemohon datang  menghadap ke persidangan oleh karena perkara ini bersifat

voluntair, bersifat sepihak dan karenanya tidak perlu dilakukan mediasi; 

Menimbang,  bahwa  sebelum  mempertimbangkan  tentang  pokok

permohonannya, terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai pengajuan perkara

ini secara voluntair hanya dibolehkan apabila ditentukan oleh undang-undang;
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 Menimbang,  bahwa  berdasarkan  ketentuan  pasal  2  Undang-undang

Nomor 3 tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan undang- undang 50

tahun  2009  tentang  peradilan  agama,  bahwa  peradilan  agama  merupakan

salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang

beragama Islam mengenai perkara tertentu;

 Menimbang, bahwa perkara tertentu tersebut sebagaimana dijelaskan

dalam penjelasan pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-undang  Nomor 7 Tahun

1989  tentang  Peradilan  Agama,  sebagaimana  telah  diubah  dan  ditambah

dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Undang-Undang  Nomor  50  tahun  2009  diantaranya  pengesahan  nikah,

sehingga dihubungkan dengan ketentuan pasal  7 ayat (2) Kompilasi  Hukum

Islam yang menetapkan “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan

akta nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke pengadilan Agama”;

 Menimbang, bahwa pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1

tahun  1974  tentang  Perkawinan  sebagaimana  telah  diubah  dan  ditambah

dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 menetapkan bahwa perkawinan

adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan

kepercayaannya  itu  dan  tiap-tiap  perkawinan  dicatat  menurut  peraturan

perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para

pemohon mengajukan alat bukt surat bukti P. 1 dan P.2  para Pemohon dalah

pihak yang berkepentingan perkara ini sehingga dapat diperiksa lebih lanjut.

Menimbang,  bahwa Pemohon I  dan Pemohon II  dalam persidangan

telah  terbukti  dengan  pengakuan  masih  terikat  dengan  perkawinan

sebelumnya.  Pemohon I  masih  terikat  perkawinan dengan  Sahara  Pitri  dan

mempunayi  dua  orang  anak  sedangkan  Pemohon  II  dengan  Abdullah  dan

mempunyai seorang anak. Oleh karena itu, karena secara nyata masih terikat

dengan perkawinan sebelumnya, maka permohonannya ini patut ditolak.

Menimbang, bahwa  berdasarkan  Peraturan Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor  1  Tahun  2015 Tentang  Pelayanan  Terpadu  Sidang  Keliling

Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam Rangka

Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran, perkara ini tidak
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dapat  diperiksa  dalam  persidangan  terpadu  dan  biaya  yang  timbul  dalam

perkara  ini  dibebankan para  Pemohon  sebagaimana tercantum dalam amar

penetapan ini; 

Dengan  mengingat  ketentuan-ketentuan  hukum  Syara’  dan  peraturan

perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN: 

1. Menolak permohonan para Para Pemohon;

2. Membebankan Para  Pemohon membayar  biaya perkara  sejumlah Rp

336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian  Penetapan  ini  dijatuhkan  pada  hari Rabu,  tanggal  2

Desember  2020  Masehi  bertepatan  dengan  tanggal  16  Rabiul  Akhir  1442

Hijriah oleh YUNANTO, S.H.I., M.H sebagai Hakim pada Mahkamah Syar'iyah

Simpang Tiga Redelong, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam

sidang  terbuka  untuk  umum  oleh  Hakim  tersebut  dan  didampingi  oleh

SYAHRUL MUHAJIR, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh

Para Pemohon.

Panitera Pengganti, 

 

SYAHRUL MUHAJIR, S.H.I

Hakim,

 

YUNANTO, S.H.I.,M.H

Perincian biaya :

-  Pendaftaran : Rp 30.000,00

-  Proses : Rp 50.000,00

-  Panggilan : Rp 230.000,00

-  PNBP : Rp 10.000,00

-  Redaksi : Rp 10.000,00

-  Meterai : Rp                6.000,00  

J u m l a h : Rp 336.000,00

(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
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